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GUBERNURKALIMANTANSELATAN,
a. bahwa dengan ditetapkannya wabah Corona Virus Disease

2019 (COVlD-19) sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Republik Indonesia dan adanya usulan RevisijPerubaan
DPA-SKPD Tahun Anggaran 2020 dari beberapa Satuan
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Pengganti undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
Untuk Penangangan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVlD-19) danj atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
Yang Membahayakan Perekonomian Nasional danjatau
Stabilitas Sistem Keuangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan melakukan pengutamaan penggunaan alokasi
anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan
alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 090 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 8elanja
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan
Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47 t Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peineriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab -Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004
Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun _2004 tentang Sistem
Perencanaan -Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2004 _Nomor 104, Tambaban
.Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4~21);

7. !Jndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang _
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

_8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang -Pajak
Daerah -dan Retribusi Daerah [Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun -2009 Nomor 130, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234J - sebagaimana telah diubah dengan
Undang-UndangNomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang .Nomor 12 Tahun 2011 --tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

10. Undang-Undang -Nomor '23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tabun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
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14-. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan (lang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4738);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubemur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Repuhlik Indonesia Nomor 6224);

18. Pemerintah Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ten tang
Pengadaan BarangjJasa Pemerintah (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penangangan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional danj a tau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambah an Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

- _ -
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
. tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah -(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1952);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2007 Nomor 13);

26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019
Nomor 13);

27. Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 092
Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 071
Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71);
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Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 090
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2019 Nomor 90) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan
Gubernur Kalimantan Selatan:

a. Nomor 013 Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2020 Nomor 13);

b. Nomor 015 Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2020 Nornor 15);

c. Nornor 025 Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2020 Nomor 25);

---Pasal I

PERATURANGUBERNUR TENTANG PERUBAHANKEEMPAT
ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 090 TAHUN2019 TENTANGPENJABARANANGGARAN
PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
SELATANTAHUNANGGARAN2020.

MEMUTUSKAN:

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0105
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan
an Pentausahaan, Pertangungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018
Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 056 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 0105
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan
dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2019 Nomor 56);

29. Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 090
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2019 'Nomor 90) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan
Selatan Nomor 090 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 25);

28.
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Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasa! 3 merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal4

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasall dirinci Iebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Gubernurini.

Pasal3

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Larnpiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal2

SILPATahun Berkenaan

Rp350.000.000.000,OO

RpO,OO

Rp390. 000. boo.000, 00
RpO,OO

3. Pembiayaan Daerah:
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Jumlah PembiayaanNetto

Surplus I (Defisit]

Rp7.580.905.164.000,00

(Rp350.000.000._000,OO)

Jumlah Belanja

Rp4.072.460.158. 774,00
Rp3.508.445.005.226,00

.Jumlah Belanja - -

Belanja Daerah berubah :
a. Belanja Tidak Langsung _
b. Belanja Langsung

Rp3.979.214.851.298,00
Rp3.601.690.312.702,00

Rp7.580.905.164.000,00

Belanja Daerah semula :
a. Belanja Tidak Langsung
b. Belanja Langsung

2.

Rp7.230.905.164.000,00Jumlah Pendapatan

-
Ketentuan Pasal1 angka 2 diubah sehingga menjadi:-
Anggaran Pendapatan , dan Be1anja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
Anggaran 2020 terdiri atas:
1. Pendapatan Daerah :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp3.824.033.840.000,OO
b.-Pendapatan Transfer Rp3.323.474.224.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp 83.397.100.000,00

Pasal1
diubah sebagai berikut:
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BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2020 NOMOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal G:, A~c-. ( '2..Ota
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

KALIMANTAN SELATAN,

SAHBIRIN NOOR

Ditetapkan di Banjarma n
pada tanggal (, "tnl ~,_~

GUBERNUR

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan.

Pasal II
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